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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN KKL

4.1	Potensi Yang Ada Dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang
4.1.1 Dukungan Tupoksi
BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan di daerah. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang. Adapun tugas Pokok BAPPEDA yaiatu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan Perbup tersebut BAPPEDA memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan fungsi dalam perencanaan umum daerah. 
Dari tugas pokok BAPPEDA di atas, kebijakan untuk melaksanakan potensi yang ada dari rencana strategisnya yaitu dibuat sesuai untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Visi dan Misi BAPPEDA yaitu mengakselerasi pencapaian visi subang melalui perencanaan yang terpadu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan tersebut meluli tahapan-tahapan program diantaranya pengembangan dan penelititan, pensuksesan program-program kemitraan, penjaringan aspirasi rakyat, dll.
 


4.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Relatif Memadai
secara umum kualitas sumber daya manusia BAPPEDA dapat di lihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan dimana pegawai yang berpendidikan D3 s/d S2 sebanyak 37 orang (64,49%) dan yang berpendidikan dari SD s/d SLTA sebanyak 20 orang (30,08%). Dengan kompoisi persentase yang lebih besar untuk pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan setara D3 s/d S2 maka dapat diperoleh suatu gambaran bahwa tingkat pegawai pendidikan BAPPEDA merupakan salah satu daya dukung yang semangat kompetebel dalam melaksanakan berbagai tugas perencanaan.


4.1.3 Tersedianya Anggaran
Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya BAPPEDA mendapatkan anggaran belanja aparatur maupun publik yang bersumber dana APBD Kabupaten Subang. Anggaran atau dana merupakan alat manajemen yang sangat penting di samping SDM, da teknologi yang perlu dimiliki.


Tabel 4.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Bappeda
 Kab. Subang Tahun 2003 – 2008

	No
	TAHUN
	JUMLAH PROGRAM
	JUMLAH KEGIATAN
	ALOKASI ANGGARAN (Rp)

	1
	2003
	5
	35
	3.960.000.000

	2
	2004
	6
	35
	4.000.000.000

	3
	2005
	7
	30
	3.014.500.000

	4
	2006
	6
	30
	5.638.000.000

	5
	2007
	9
	29
	4.705.262.000

	6
	2008
	6
	21
	1.845.000.000

	JUMLAH
	23.162.762.000


Sumber : APBD Kab. Subang 2004-2008

Realisasi program dan kegiatan dalam rangka membuat rumusan-rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2003 – 2008 pada dasarnya terfokus kepada upaya-upaya sebagai berikut: Pengembangan Data/Informasi; Kerjasama Pembangunan; Perencanaan  Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Perencanaan  Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan; Perencanaan Pembangunan Daerah; Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Perencanaan Sosial Budaya; dan Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.


4.1.4 Tersedianya Perangkat  dan Pendukung Perencana
Selain dana alat manajemen lainnya adalah perangkat dan pendukung perencana seperti teknologi, protap, dan sistem perencanaan yang jelas.


4.2 Peluang Yang Ada Dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang
4.2.1	Dukungan UU Nomor 25 Dan 32 tahun 2004 
Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah  yang di sempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerahyang di sempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004nampaknya peran BAPPEDA akan semakin penting dan strategis mengingat kedua pesan yang di amanatkan kedua Undang-Undang tersebut menekan pada asas desentralisasi yang di maksudkan memberdayakan daerah dalam banyak hal termasuk dalam perencanaan pembangunan. 
Pada kondisi sentralistik, pembangunan daerah sangat tergantung pada pengaturan pusat dan propinsi, baik menyangkut sumber-sumber biaya maupun kriteria dan tata cara pembangunan serta pengalokasian proyek.
Untuk kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaannya membutuhkan sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang lebih terpadu serasi, selaras dan seimbang antara kegiatan antar sektor, antar wilayah, antar pelaku (stake holders) yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat. 
Maka untuk itu, Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) dan dari atas ke bawah (top down) melalui tahap-tahap penyusunan pada semua tingkatan pemerintahan dari desa, kecamatan, kabupaten/ kotamadya, propinsi, regional sampai ke tingkat nasional dan sebaliknya dari pusat ke daerah dan desa. 
Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut peran Bappeda sebagai unsur perencana di daerah menjadi lebih penting dan strategis. 	


4.2.2	Kondisi Sistem politik Yang Lebih demokratis
Proses demokratisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan agenda reformasi nasional, menuntut berlangsungnya berbagai perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, dengan tetap mengacu kepada Negara Kesatuan  Republik Indonesia.  Dalam kaitan demikian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab menjadi pilihan sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah sesuai dengan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi sistem politik yang lebih demokratis ini memberikan peran penting dan strategis bagi Bappeda sebagai unsur perencana proses pembangunan di daerah.
Perubahan paradigma tersebut harus dibangun dengan match dan fit dengan democratic value and practices melalui kompetiis untuk men sasarankan inovasi-inovasi baru. Berbagai formulasi harus di sandarkan kepada nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, penegakan hukum, pasar bebas, dan lingkungan hidup. Nilai universal harus di jadikan harus di jadikan dan mindset dari para administrator dan para birokrasi. Transisi demikrasi yang sedang kita jalani apabial dapat di lalui dengan aman dan selamat maka kita akan mamliki lima arena yang sungguh demokratis, yaitu : civil society, political society, economis society, the rule of law dan the state aparatur (birokrasi government, governance). Apabilan ke lima hal ini dimiliki masyarakat, maka tidak akan ada bertabarakan dengan nilai-nilai sosial. 

4.3  Kendala Yang Ada Dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang
4.3.1	Belum optimalnya basis data yang terpadu
Data merupakan piranti yang sangat penting dalam menyusun rencana dan mengambil keputusan bagi penentu kebijakan.  Akurasi, validitas, pengambilan dan banyaknya sampel serta up to date data merupakan hal yang menentukan dalam menilai kualitas data yang akan disajikan. Berbagai data disajikan dan disasarankan oleh intansi seperti BPS, BPM & KB, Dinas Sosial dan lain-lain. Namun karena asumsi serta sudut pandang yang berbeda maka data yang dihasilkan menjadi beragam, sehingga menjadi permasalahan dalam menentukan data mana yang akan dijadikan salah satu dasar dalam menentukan kebijakan.  

4.3.2 Belum seimbangnya kuantitas pegawai dengan beban kerja     Bappeda 
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, nampaknya peran Bappeda akan semakin penting dan strategis, mengingat pesan yang diamanatkan kedua Undang-undang tersebut menekankan pada azas desentralisasi yang dimaksudkan untuk memberdayakan daerah. Selama ini azas sentralistik telah memasung dan meminggirkan pemberdayaan Daerah dalam banyak hal termasuk perencanaan pembangunan. Pada kondisi sentralistik, pembangunan daerah sangat tergantung pada pengaturan pusat dan propinsi, baik menyangkut sumber-sumber biaya maupun kriteria dan tata cara pembangunan serta pengalokasian proyek.
Untuk kelangsungan suatu pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaannya membutuhkan sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang lebih terpadu serasi, selaras dan seimbang antara kegiatan antar sektor, antar wilayah, antar pelaku (stake holders) yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat. 
Sementara di lain pihak dari segi jumlah pegawai Bappeda yang relatif sedikit dituntut untuk dapat menyusun perencanaan daerah yang komprehensif.  Hal itu akan menjadi salah satu sebab bertumpuknya beban kerja yang tidak berimbang sehingga secara tidak langsung akan menurunkan kualitas perencanaan yang diharapkan.

4.3.3 Belum adanya implementasi jabatan fungsional perencana
Perubahan paradigma pemerintahan dimana struktur organisasi akan mengarah pada pola miskin struktur kaya fungsi belum terwujud sehingga jabatan fungsional perencana sampai saat ini belum ada.  Padahal jabatan fungsional tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kinerja perencana yang sangat membutuhkan SDM secara fungsional dapat memberikan kontribusi pada sistem perencanaan.
4.3.4 Belum optimalnya tindak lanjut hasil penelitian
Perlu kita sadari bahwa sasaran penelitian yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat direalisasikan dalam waktu dekat mengingat bahwa asumsi biaya untuk mengimplementasikannya cukup besar dan iklim investasi masih belum menggembirakan.


4.3.5 Belum optimalnya Inovasi perencanaan 
Perkembangan kehidupan masyarakat semakin dinamis dan permasalahan pun semakin kompleks, sehingga diperlukan suatu inovasi dalam perencanaan pembangunan yang bersifat terobosan dalam mengakselerasi program pembangunan di Kabupaten Subang artinya bahwa perencanaan tersebut harus dapat mengantisipasi dinamika yang berkembang di masyarakat. Sehingga SDM perencana dituntut untuk selalu belajar dan belajar dan sensitif terhadap perkembangan yang ada, mengingat kebutuhan masyarakat pun akan semakin kompleks.  

4.3.6 Belum sepenuhnya Kewenangan perencana Di Serahkan Ke BAPPEDA
Adanya perubahan nomenklatur yang dulu BAPPEDA di artika Badan Perencanaan Daerah sedangkan sekarang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengandung konsekuensi bahwa untuk perencanaan secara komperhensif menjadi beban tugas BAPPEDA, namun hal itu belum sepenuhnya terwujud dimana untuk perencanaan rutin dinas masih tersetral unit kerja lain, sehingga akan mengganggu keterpaduan perencanaa komperhensif seperti yang di harapkan.


4.4 Ancaman Yang Ada Dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang
4.4.1	Masa Transisi Pengelolaan Pemerintah Dari Sentralistik Ke Desentralistik
Reformasi sebagai gerakan masyarakat baru indonesia telah mengantarkan bangsa ini ke arah perubahan tatanan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Perubahan-perubahan itu sejalan dengan digulrkannya isu-isu sentral yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti demikratisasi, transparansi, clean government dan good governance serta reinventing goverment yang sangat dipercayai masyarakat bisa membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.
Perubahan radikal tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara tentu mambawa implikasi kuat adanya permasalahan-permasalahan yang di sebabkan perubahan tersebuttidak terencana dengan baik melainkan melalui desakan yang di lakukan dengan masyarakat. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang sekarang di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya sempurna baik dari sisi materi maupun aplikasi. Hal itu harus di sadari di pahami dan di jiwai sebagai konsekuensi logis dari sebuah perubahan radikal l karena dalam kondisi demikian arah pembangunan tidak lagi melanjutkan kebijakan lama melainkan di ganti dengan paradigma baru pembangunan.
Kondisi perubahan hendaklah di sikapi secara positif karena bagaimanapun otonomi daerah telah memberikan harapan atau peluang yang seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dengan kata lain daerah di beri kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah untuk mampu menjawab hambatan dan tantangan demi kesehjateraan masyarakat. Untuk itulah dengan pemberian kewenangan tersebut pemerintah Kabupaten Subang menetapka Visi dan Misi Kabupaten Subang Tahun 2005-2009.

4.4.2	Meningkatnya Tuntutan Masyarakat, DPRD,LSM, PT, Dan Stakeholder lainnya Terhadap Akuntabilitas Transparansi Dalam Kecepatan Pemerintah
Perkembangan demokratisasi di Indonesia berjalan relatif cepat, seiring dengan itu pula tuntutan masyarakat terhadap akuntabiltas, transparansi dan pemberian kecepatan pelayanan pemerintahan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan, sehingga transformasi birokrasi publik harus dilakukan dengan mencakup empat dimensi, yakni :


a) Rethinking (pemikiran ulang)
Reformasi pola pikir untuk secepatnya hijrah kepada pola pikir kesejahteraan rakyat.  Penyusunan dan pengelolaan anggaran yang merupakan manifestasi uang rakyat harus merujuk kepada kepentingan dan masalah yang dihadapi masyarakat.
b) Restructuring (penataan ulang)
Upaya penataan ulang baik kelembagaan maupun personal merupakan tindakan kurang populer di mata birokrasi, namun tuntutan ini merupakan harga mutlak manakala manajemen modern diterapkan.
c) Revitalisasi (penguatan)
Penekanannya pada penemuan kembali nilai-nilai yang mendukung fungsi jajaran birokratis kemudian mengembangkannya.  Dan ini harus menjadi efek signifikan terhadap peningkatan kinerja birokrasi.
d) Renewal (pembaharuan kembali)
Pembaharuan harus terus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemampuan, kemauan dan semangat merespon tantangan-tantangan baru melalui peningkatan SDM.


4.4.3	Kesenjangan Antara Kebutuhan Masyarakat Dengan Kemampuan Daerah Masih Tinggi 
Perlu disadari bahwa kebutuhan masyarakat  relatif tinggi sebagai ilustrasi pada saat penjaringan aspirasi masyarakat mencapai sekitar Rp. 800 Milyar sementara kemampuan daerah hanya sekitar Rp. 130 Milyar.  Kesenjangan tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi Bappeda untuk dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah.

4.4.4	Belum Optimalnya Pemenuhan Proses Bottom-Up
Hasil proses perencanaan yang dilaksanakan secara bottom-up terkadang tidak dapat dipenuhi secara optimal. Hal ini diantaranya dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, ataupun adanya benturan dengan kepentingan politis.

4.4.5	Adanya perubahan yang cepat dari peraturan pemerintah yang mengakibatkan perencanaan harus direka ulang
Pada era reformasi seperti sekarang ini, Peraturan Pemerintah dirasakan cepat sekali berubah. Hal ini tentunya dikarenakan perubahan paradigma pemerintahan dan pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat yang sangat cepat berubah, sehingga diperlukan revisi peraturan agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Perubahan Peraturan Pemerintah yang sangat cepat tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi proses perencanaan yang telah dibuat, karena ada kalanya perencanaan tersebut harus direka ulang demi menyesuaikan dengan peraturan dan kondisi masyarakat saat ini.

4.4.6 Isu-Isu Strategis
Dari isu-isu strategis yang ada di BAPPEDA Kabupaten subang tarbagi menjadi beberapa hal, diantaranya adalah: 
1. Pendidikan dan Ketahanan Budaya 
Upaya pendidikan dalam meningkatkan pemerataan, aspek mutu, dan tata kelola pendidikan belum mencapai hasil yang optimal. Beberapa hal yang menyangkut mutu dan relevansi pendidikan perlu menjadi perhatian antara lain yaitu profesionalisme guru, kesejahteraan guru, kurikulum berbasis kompetensi, globalisasi, teknologi informasi, kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam bidang pendidikan. 
Beberapa hal yang menyangkut tata kelola pendidikan juga perlu disoroti secara seksama, antara lain yaitu manajemen berbasis sekolah, standardisasi pelayanan pendidikan, partisipasi masyarakat, sistem informasi pendidikan. Dikaitkan dengan visi Bupati terpilih yang akan menjadikan Subang sebagai Kabupaten berbasis gotong-royong, kiranya perlu dibentuk forum masyarakat peduli pendidikan. 
Kearifan lokal perlu diangkat dalam dunia pendidikan, mengingat belakangan ini semakin berkurang nilai-nilai agama dan budaya di kalangan generasi muda. Hilangnya nilai-nilai luhur dan jati diri akan menjadi kerugian yang teramat besar bagi generasi yang akan datang.
2. Kesehatan 
Berdasarkan teori, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat didasarkan kepada konsep penyebab adalah : 5% oleh genetika, 20% oleh pelayanan, 30% oleh perilaku, dan 45% oleh kondisi lingkungan hidup. 
Hal yang paling menonjol hingga saat ini adalah tentang masalah perilaku tidak sehat warga sehingga lingkungan pun menjadi buruk, misalnya dalam mengelola sampah rumah tangganya. Sampai saat ini sebagian besar warga Kabupaten Subang tidak peduli dengan sampahnya.  
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Subang juga disebabkan karena rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar dan tidak terlepas pula dari aspek rendahnya pendidikan lingkungan. Dikaitkan dengan visi Bupati terpilih yang akan menjadikan Subang sebagai kabupaten berbasis gotong-royong, perlu dibentuk forum peduli subang sehat dengan konsep berbasis masyarakat.
3. Optimalisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten
Seiring dengan program-program pemerintah yang cenderung merupakan rutinitas, maka citra birokrasi di mata masyarakat belum optimal. Peningkatan kualitas manajemen pemerintah jangan terkesan “business as usual” dan “wait and see”. Perlu “turn over” dalam rangka memulihkan citra birokrasi yang lamban dan korup.
4. infrastruktur Jalan
Pembangunan infrastruktur jalan sangat erat kaitannya dengan proses produksi dan distribusi barang dan jasa di suatu daerah. Pengembangan jaringan jalan antar kecamatan dan desa harus dilaksanakan secara terstruktur sesuai perkembangan daerah, agar jalan dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Dengan demikian jalan dapat mendukung manajemen logistik yang baik untuk menurunkan biaya distribusi dan memperkecil perbedaan harga produk di tempat produksi terhadap harga di konsumen akhir. Jaringan jalan yang terstruktur ini akan mendukung pula proses produksi lebih efisien dengan adanya akses yang tinggi bagi bahan baku produksi  dan sekaligus mendorong daya tarik investasi.  
Pembiayaan program pembangunan infrastruktur jalan yang relatif terbatas di Kabupaten Subang, dapat menyebabkan kondisi infrastruktur jalan yang ada akan menurun tajam jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karenanya diperlukan suatu program perencanaan yang efektif dan efisien, agar dengan pembiayaan yang terbatas tersebut dapat memberikan solusi optimum bagi permasalahan infrastruktur jalan yang ada. 

5. Kemiskinan dan Pengangguran
Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, baik kebutuhan makanan maupun non makanan yang sangat mendasar. Dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan ketertinggalan penduduk untuk menikmati hasil pembangunan yang selama ini telah dicapai.
Berdasarkan data pada BPS dan Disduk KB Tahun 1995-2007, terlihat persentase penduduk miskin Kabupaten Subang cenderung meningkat. Pada tahun 1995-1997 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Subang sebanyak 14,6%, sedangkan pada tahun 2007 mencapai puncaknya hingga 29,7%. 
Bila dikaji lebih dalam, peningkatan kemiskinan tersebut salah satunya dikarenakan krisis moneter yang menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian secara berkesinambungan. Hal ini juga berdampak terhadap tingginya angka pengangguran di Kabupaten Subang. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa angka pengangguran Kabupaten Subang sebesar 7,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Suang belum cukup baik menangani permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Isu penanganan kemiskinan dan pengangguran ini menjadi tugas tersendiri yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

6. Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Masalah kerusakan lingkungan hidup dan akibat-akibat yang ditumbulkan bukanlah suatu hal yang asing didengar. Eksploitasi alam dan penebangan hutan yang terlalu berlebihan  dapat menyebabkan bencana banjir, tanah longsor dan kelangkaan air bersih; membuang sampah dan limbah ke sungai dapat menyebabkan kematian ikan dan merusak habitatnya, demikian pula yang terjadi di Kabupaten Subang yang menjadi masalah adalah bahwa pengetahuan yang sama atas pengenalan kerusakan lingkungan hidup dan akibat yang ditimbulkan tersebut tidak terjadi dalam pemeliharaan dan perawatan lingkungan hidup. 
Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup juga terjadi karena  adanya anggapan yang memandang bahwa pemanfaat alam bagi manusia itu adalah hal yang “wajar”, menebang pohon guna kebutuhan manusia adalah hal yang sangat lumrah, misalnya, membuang sampah sembarangan di mana pun sepertinya adalah suatu hal yang juga wajar, belum ada aturan yang ketat untuk itu, barangkali masyarakat baru akan benar-benar tersadar ketika terjadi bencana besar menimpa hidup mereka. 
Rendahnya kesadaran masyarakat akan menyebabkan lebih cepatnya kerusakan lingkungan hidup kita, hal tersebut tentunya tidak boleh terjadi, sebab kita semua tidak dapat hidup jika tidak ada lingkungan hidup yang menopang dan menjamin kehidupan kita, dalam kerangka yang lebih luas,  kita tentunya tahu bahwa hanya ada satu bumi—tempat dimana kita hidup dan tinggal jika kerusakan lingkungan hidup berarti sama dengan kerusakan bumi, maka sama artinya dengan ancaman terhadap hidup dan tempat tinggal kita. 
Kesadaran masyarakat Kabupaten Subang tentang pentingnya mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan, misalnya mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya, memelihara hutan lindung, melakukan penghijauan lingkungan, tidak melakukan penambangan bahan galian golongan C secara liar/ tanpa ijin, dan sebagainya demi kelestarian lingkungan hidup Kabupaten Subang.   
Perdagangan
Jumlah perusahaan perdagangan nasional di Kabupaten Subang pada tahun 2007 tercatat sebanyak 449 buah, dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami penurunan yaitu dari 453 turun menjadi 449 perusahaan. Apabila dicermati lebih jauh memang telah terjadi penurunan jumlah perusahaan dagang pada tahun 2006 yang cukup tajam yaitu dari 804 perusahaan pada tahun 2005 turun menjadi 339 pada tahun 2006, sementara karena pada tahun 2007 turun menjadi 449 perusahaan, penurunan ini merupakan andil dari perusahaan dagang partai kecil, yaitu dari 429 perusahaan pada tahun 2006 menjadi 407 perusahaan pada tahun 2007. Hal sebaliknya terjadi pada perusahaan pada perusahaan dagang partai menengah yang mengalami kenaikan yang cukup tajam. Indikasi ini membuktikan sektor usaha kecil lebih tangguh dari sektor usaha menengah dan besar, maka selayaknya sektor kecil mendapat perhatian yang serius dan merupakan sektor yang padat karya.
Dilihat dari penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada tahun2007, tercatat SIUP tang diterbitkan tercatat sebanyak 453 SIUP, dengan rincian 280 SIUP untuk golongan usaha pengadaan barang, 69 SIUP untuk golongan usaha dibidang barang dan jasa.
Salah satu pendukung kegiatan ekonomi perdagangan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Pada tahun 2007 prasarana kegiatan ekonomi di Kabupaten Subang didukung oleh keberadaan 15 Pasar Pemda, 1 Pasar Inpres, 21 Pasar Desa, 3 Pasar Swasta, 2 Pasar Modern dan 18 Mini Market. Dengan rincian jenis tempat untuk usaha (berdagang) yang dimiliki terdiri atas 1.769 toko, 2.929 kios, 3.569 los dan 1.152 jongko.
7. Telekomunikasi
Pelayanan Telekomunikasi di Kabupaten Subang telah dapat menjangkau seluruh kecamatan. Dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat telah dikembangkan berbagai sarana komunikasi berupa Telepon Umum Kartu Spesial (TUKS),  Telepon Umum Panggil (TUP) dan Telepon Umum Tunggu (TUT), yang telah banyak membantu masyarakat Kabupaten Subang. Disamping pengembangan jenis telekomunikasi baru, jumlah jenis telekomunikasi yang sudah memasyarakat terus berkembang. Sampai dengan tahun 2006 jumlah pelanggan telepon di Kabupaten Subang sudah tercatat sebanyak 32.118 pelanggan. Perkembangan sarana telekomunikasi jenis ini setiap tahunnya terus meningkat. Perkembangan ini berakibat pada peningkatan produksi pulsa telepon yang dihasilkan oleh Perusahaan Telekomunikasi.	 
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